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PENEKANAN PRESIDEN DI IKN

Pembangunan Fasilitas Pendukung

Hal itu disampaikan Presiden

dalam sambutannya pada acara

peletakan batu pertama pemba-

ngunan PT Arena Graha Andalan

di Kawasan Ibu Kota Nusantara

(IKN) Kabupaten Penajam Paser

Utara Kaltim, Rabu (5/6).

”Kegiatan di IKN ini meningkat

sangat pesat. Kita membutuhkan

akomodasi, membutuhkan trans-

portasi, membutuhkan fasilitas-

fasilitas lainnya,” ujar Presiden.

Kepala Negara menyoroti kebu-

tuhan fasilitas akomodasi yang

masih sulit ditemukan di kawasan

IKN. Presiden juga mengapresiasi

pembangunan Arena Botanica

yang segera dimulai untuk meme-

nuhi kebutuhan tersebut.

”Sampai sekarang kalau saya

membawa rombongan 200 sampai

300 orang, tempatnya belum ada.

Jadi saya sangat menghargai in-

vestasi yang akan dibangun ini,

Arena Botanica dari Arena Group,

yang kita harapkan untuk me-

macu agar menteri-menteri segera

mau pindah ke sini,” jelasnya.

Selain akomodasi, Presiden juga

menyoroti kebutuhan fasilitas ku-

liner di kawasan IKN. Presiden

menjelaskan, menemukan tempat

makan yang layak menjadi tan-

tangan bagi masyarakat yang ting-

gal dan bekerja di IKN.

”Karena memang problem besar

di sini kalau sudah mau makan

siang dan malam,  kita mau

makan malam bawa chef dari

Jakarta masak sendiri,” ungkap

Presiden.

Presiden Jokowi berharap pem-

bangunan Arena Botanica, yang

akan mengintegrasikan lima me-

rek restoran ternama, diharapkan

dapat mengatasi tantangan-tan-

tangan tersebut. Presiden meng-

hargai PT Arena Graha yang

mengintegrasikan lima brand

resto ternama, sehingga nantinya

Seribu Rasa, Penang Bistro,

Greyhound Cafe, Maison Tatsuya

dan Yakiniku bisa segera dibuka.

Presiden Jokowi menginstruk-

sikan agar mempercepat penyele-

saian proyek ini untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat di IKN.

Dengan adanya pembangunan

Arena Botanica, fasilitas di IKN di-

harapkan makin lengkap dan me-

mudahkan masyarakat  memenuhi

kebutuhan sehari-hari.       (Ant)-d

Strategi Bawaslu 
Cegah Pelanggaran di Pilkada 2024
JAKARTA (KR) - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja

memaparkan strategi Bawaslu dalam melakukan pence-

gahan pelanggaran pada Pilkada 2024 dengan mengikuti

rangkaian penyusunan Rancangan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum (RPKPU) mengenai penyusunan daftar

pemilih. ”Selain itu, perlu ada penambahan pasal terkait

pemberian akses Sidalih kepada Bawaslu. Kemudian, per-

lu diperjelas otoritas yang mengeluarkan surat keterang-

an kematian, jenis dokumen lainnya serta pihak yang me-

ngeluarkan dokumen lainnya,” kata Bagja dalam kete-

rangannya di Jakarta, Rabu (5/6).

Bagja menambahkan, pengawas pemilu telah melaku-

kan inventarisasi data pemilih hasil pengawasan pemu-

ngutan dan penghitungan suara pada pemilu terakhir se-

bagai bahan analisis data. Adapun bahan inventarisasi

yang dilakukan dengan ketentuan data potensial pemilih

Tidak Memenuhi Syarat (TMS), pemilih meninggal dunia,

pemilih yang beralih status menjadi TNI/Polri, pemilih

pindah domisili dan pemilih yang beralih status menjadi

WNA. ”Lalu data potensial pemilih Memenuhi Syarat

(MS), pemilih yang beralih status dari TNI/Polri, pemilih

DPK, pemilih pemula dan pemilih yang beralih status dari

WNAmenjadi WNI,” ujarnya. (Ant)-f

SOAL EMAS ILEGAL 109 TON

Kejagung Telusuri Asal Muasalnya
JAKARTA (KR) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tin-

dak Pidana Khusus (Jampidsus) mendalami asal

muasal pemasok 109 ton emas ilegal yang diproduksi

oleh PT Aneka Tambang (Persero) atau Antam.

Sebanyak 109 ton emas yang diproduksi dengan cap

Antam tersebut asli, dan hanya beredar di Indonesia.

”Emas itu peredarannya semua ada di Indonesia,

cuma sumber emas itu juga bisa berasal dari luar

negeri, sebagian juga berasal dari penambang-penam-

bang ilegal dan pengusaha ilegal, ini masih kami dalami

semua,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum

(Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana di

Jakarta, Rabu (5/6).

Menurutnya, emas 109 ton itu diproduksi menjadi

logam mulia (LM) Antam tanpa melalui verifikasi dan

prosedur yang benar. Namun demikian, LM Antam

masih berlaku dan memiliki nilai jual, dan bisa juga di-

jual lagi ke Antam. 

”Saya kira tidak jadi masalah, pasti emasnya akan di-

terima oleh PT Antam, karena emas yang beredar itu

emas asli. Cuma yang kami hitung kemarin itu, karena

dia (emas) kami anggap ilegal sehingga beberapa penda-

patan negara terhadap legalisasi cap PT Antam itu men-

jadi berkurang dan hilang,” kata Ketut.       (Ant/Has)-d

KPK Periksa Kerabat Harun Masiku
JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) telah memeriksa tiga orang saksi yang merupakan

kerabat dari tersangka kasus dugaan suap penetapan

calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 Harun

Masiku (HM). Tiga saksi tersebut adalah advokat berna-

ma Simon Petrus yang diperiksa pada hari Rabu (29/5), se-

orang mahasiswa bernama Hugo Ganda yang diperiksa

pada hari Kamis (30/5), dan mahasiswi bernama Melita De

Grave yang diperiksa pada Jumat (31/5).

”Betul, ada diperiksa satu pengacara, kemudian dua

mahasiswa, itu ketiganya memang ada hubungan keke-

rabatan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri

saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/6).

Ali menerangkan, ketiga saksi tersebut diperiksa soal

informasi adanya pihak yang sengaja menyembunyikan

dan menutupi keberadaan Harun Masiku. ”Informasi

yang didalami  hampir semuanya sama, terkait informasi

yang KPK terima mengenai keberadaan Harun Masiku

yang diduga ada pihak yang mengamankan,” ujarnya.

Meski demikian Ali belum memberikan penjelasan lebih

lanjut soal apa saja temuan penyidik KPK dalam pemerik-

saan tersebut. Untuk diketahui bahwa Harun Masiku dite-

tapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan

pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara

terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI.    (Ant)-d

RUU Polri Bakal Dibahas Terbuka
JAKARTA (KR) - Ketua Komisi III

DPR RI Bambang Wuryanto memastikan

pembahasan revisi atau Rancangan Un-

dang-Undang (RUU) tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang No 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polri) bakal digelar secara ter-

buka.

Dengan begitu, menurutnya, jika ada

pasal-pasal yang dinilai membahayakan

dalam RUU tersebut seluruh pihak bisa

mengawasi. Namun, katanya, agenda

pembahasan RUU tersebut belum sampai

di Komisi III DPR. ”Di sana kan kalian

nonton semua, nggak ada pembahasan

tertutup. Jadi jangan terlalu bercuriga,”

kata Bambang kepada wartawan di

Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu. (5/6)

Ia menilai, saat ini siapapun pasti me-

miliki pandangan-pandangan dari sisi

negatif terhadap RUU tersebut menyusul

berbagai isu yang berkembang. Namun, ia

memastikan ketika nantinya RUU itu

dibahas di Komisi III DPR, seluruh pihak

bisa membaca isinya bersama-sama.

Bambang Wuryanto menjelaskan, saat

ini pembahasan RUU tentang Polri belum

dilakukan di Komisi III DPR RI yang

membidangi masalah hukum dan kea-

manan tersebut. Karena RUU tersebut

masih belum dibahas di Badan Musya-

warah (Bamus) DPR RI.

”Kita yang pegang nomor punggung,

nendang bola, kita pemain. Tetapi di sana

kan kalian nonton semua,” katanya.

Sebelumnya, RUU Polri disetujui men-

jadi RUU yang merupakan usul inisiatif

DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI,

Selasa (28/5). Saat itu, rapat paripurna di-

pimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco

Ahmad.

Persetujuan revisi UU Polri menjadi

RUU usul inisiatif DPR RI tersebut di-

lakukan bersamaan dengan tiga revisi UU

lainnya, yakni RUU tentang Perubahan

atas UU No 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara, RUU tentang

Perubahan Ketiga atas UU No 6 Tahun

2011 tentang Keimigrasian dan RUU ten-

tang Perubahan atas UU No 34 Tahun

2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

(TNI). (Ant/Obi)-d

KPK TUNGGU PENYIDIKAN SELESAI

Tersangka Korupsi di DJKA Lebih 10 Orang
JAKARTA (KR) - Tim

penyidik Komisi Pembe-

rantasan Korupsi (KPK)

menetapkan lebih dari 10

orang dan dua korporasi

sebagai tersangka dalam

pengembangan kasus

dugaan korupsi di ling-

kungan Direktorat Jen-

deral Perkeretaapian

(DJKA) Kementerian

Perhubungan. Namun

KPK belum bisa me-

nyampaikan siapa saja

pihak yang telah ditetap-

kan sebagai tersangka. 

”KPK menetapkan be-

berapa pihak sebagai ter-

sangka, lebih dari 10

orang sebagai tersangka

dari para ASN di ling-

kungan Kementerian

Perhubungan, dua korpo-

rasi, dan satu orang

swasta,” kata Kepala

Bagian Pemberitaan

KPK Ali Fikri saat dikon-

firmasi di Jakarta, Rabu

(5/6).

Ali mengatakan, peng-

umuman nama tersang-

ka dilakukan setelah pro-

ses penyidikan rampung.

”Setelah proses penyidik-

an, pengumpulan alat

bukti, dan lain-lainnya

kebutuhan untuk itu se-

lesai, pasti kami akan

umumkan nama-nama

dari pihak yang menetap-

kan sebagai tersangka

baik orang-orang mau-

pun korporasi,” ujarnya.

Penetapan tersangka

dan tersangka korporasi

ini berawal dari pengem-

bangan operasi tangkap

tangan (OTT) KPK pada

11 April 2023 di Balai

Teknik Perkeretaapian

Kelas I Wilayah Jawa Ba-

gian Tengah Direktorat

Jenderal Kereta Api (DJ-

KA) Kemenhub. KPK

lantas menetapkan 10

orang tersangka yang

langsung ditahan terkait

dengan kasus dugaan ko-

rupsi proyek pembangun-

an dan perbaikan rel

kereta api di Jawa,

Sumatera, dan Sulawesi.

Para tersangka terse-

but terdiri atas empat pi-

hak yang diduga sebagai

pemberi suap, yakni

Direktur PT IPA (Istana

Putra Agung) Dion

Renato Sugiarto (DRS),

Direktur PT DF (Dwi-

farita Fajarkharisma)

Muchamad Hikmat

(MUH), Direktur PT KA

Manajemen Properti

sampai Februari 2023

Yoseph Ibrahim (YOS),

VP PT KA Manajemen

Properti Parjono (PAR),

dan Direktur PT Bhakti

Karya Utama Asta Dani-

ka (AD).         (Ant/Has)-f

KR-Antara/Hendra Nurdiyansyah

TUNTUT RESTORASI LAHAN: Aktivis melakukan aksi di depan Kantor Lingkungan Hidup dan

Kehutanan DIY di Baciro, Yogyakarta, Rabu (5/6/2024). Koalisi Primates Fight Back dan Jogja Animal

Friend mendesak Pemerintah untuk melakukan restorasi lahan di Kabupaten Gunungkidul yang

mengalami alih fungsi dan mengakibatkan satwa liar kehilangan habitatnya. 

PENAJAM PASER UTARA (KR) - Presiden Joko

Widodo menekankan pentingnya pembangunan fasili-

tas pendukung di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Kalimantan Timur, yang bertujuan untuk menunjang

kebutuhan akomodasi, transportasi dan konsumsi

masyarakat.


